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Abstract

General Background: Restorative justice provides an alternative approach to juvenile criminal
proceedings by emphasizing accountability, rehabilitation, and the protection of children's rights.
Specific Background: Juvenile diversion enables eligible criminal cases to be resolved through
mediated agreements involving children, victims, families, and relevant justice institutions.
Knowledge Gap: Existing studies have extensively discussed the normative foundations of
juvenile diversion, while procedural challenges and their implications for restorative justice
implementation require further empirical examination. Aims: This study examines the legal
framework, implementation practices, and legal implications of juvenile diversion through
empirical legal research using a sociological juridical approach. Data were collected through
interviews, documentary analysis, and relevant legal literature. Results: The findings identify
procedural challenges involving inconsistent understanding among practitioners, coordination
limitations, victim participation, difficulties reaching agreements, and resource constraints.
Diversion practices demonstrate two interconnected dimensions: mediation between affected
parties and protection through rehabilitation and social reintegration. Successful implementation
remains dependent on stakeholder cooperation and compliance with legal procedures. Novelty:
The study integrates normative legal analysis with empirical examination of procedural barriers
and institutional responsibilities within juvenile diversion practices. Implications: Strengthening
procedural consistency, interinstitutional coordination, practitioner competencies, and victim-
centered communication may support more reliable implementation while safeguarding
children's rights and restorative accountability.

Highlights:
Implementation barriers included inconsistent procedural understanding and limited
* institutional coordination.
¢ Victim willingness and family participation were central to reaching mediated
agreements.
+ Legal consequences encompassed rehabilitative accountability, protection of children's
rights, and social reintegration.

Keywords: Diversion, Restorative Justice, Juvenile Offenses, Juvenile Justice System, Legal
Protection.
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Pendahuluan

Sistem hukum pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan sosial, perkembangan
kebutuhan masyarakat, dan kompleksitas permasalahan hukum menuntut sistem peradilan pidana untuk tidak hanya berorientasi
pada penghukuman, tetapi juga mampu menghadirkan penyelesaian yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi para pihak [1].
Dalam konteks masyarakat Indonesia, penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat merupakan salah satu nilai yang
memiliki akar kuat dalam kehidupan sosial [2]. Pendekatan tersebut menempatkan pemulihan hubungan, keseimbangan
kepentingan, dan penerimaan para pihak sebagai bagian penting dalam penyelesaian sengketa. Dalam perkara pidana, perkembangan
pemikiran tersebut mendorong munculnya berbagai mekanisme penyelesaian alternatif yang tidak semata-mata bertumpu pada
proses peradilan formal [3].

Kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian alternatif semakin relevan dengan karakter hukum pidana sebagai ultimum remedium.
Pemidanaan idealnya ditempatkan sebagai upaya terakhir ketika instrumen hukum lainnya tidak memadai untuk menyelesaikan
persoalan yang terjadi [4]. Orientasi tersebut sejalan dengan perkembangan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan tindak
pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai konflik yang menimbulkan kerugian terhadap
korban, pelaku, dan hubungan sosial di dalam masyarakat [5]. Dengan demikian, penyelesaian perkara dapat diarahkan pada
pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, pemenuhan kepentingan korban, serta pemulihan keseimbangan sosial.
Musyawarah, dialog, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan
penyelesaian yang lebih partisipatif [6].

Persoalan tersebut memiliki dimensi yang lebih kompleks ketika tindak pidana dilakukan oleh anak. Anak yang berhadapan dengan
hukum memiliki karakteristik dan kebutuhan perlindungan yang berbeda dengan orang dewasa. Proses peradilan pidana formal
berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis, termasuk stigmatisasi, terganggunya pendidikan, serta kemungkinan
munculnya konsekuensi negatif terhadap perkembangan anak [7]. Oleh karena itu, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum
tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik
bagi anak, perlindungan terhadap hak-haknya, pemulihan korban, serta peluang anak untuk kembali ke lingkungan sosial secara
konstruktif. Pendekatan demikian diperlukan agar proses hukum tidak justru menjadi faktor yang memperbesar risiko anak
mengulangi perilaku melanggar hukum.

Salah satu instrumen yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah diversi. Diversi merupakan mekanisme pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju proses penyelesaian yang lebih menekankan dialog,
pemulihan, tanggung jawab, dan kepentingan terbaik bagi anak [8]. Dalam perspektif perlindungan anak, diversi tidak dimaksudkan
untuk menghilangkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, melainkan mengubah bentuk penyelesaiannya agar lebih
sesuai dengan karakteristik anak dan tujuan pembinaan [9]. Melalui diversi, anak memperoleh kesempatan untuk memahami
konsekuensi perbuatannya, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, serta menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal
[10]. Pada saat yang sama, korban tetap memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingan dan memperoleh bentuk pemulihan
yang disepakati.

Secara normatif, diversi memperoleh landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak [11]. Undang-undang tersebut menempatkan diversi sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana anak dan
mengarahkannya pada tercapainya perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara di luar proses peradilan, penghindaran
anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran
paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dalam penanganan perkara anak. Pelaksanaan diversi
juga tidak hanya menjadi persoalan normatif, tetapi berkaitan erat dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam memfasilitasi
proses musyawarah, keterlibatan korban dan keluarga, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta pihak lain yang relevan.

Dalam praktiknya, keberadaan aturan mengenai diversi tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh perkara anak dapat
diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Pelaksanaan diversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik tindak
pidana, kesediaan korban dan keluarga untuk bermusyawarah, sikap anak dan keluarganya, pemahaman aparat penegak hukum, serta
koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak [12]. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan
kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaan diversi. Oleh sebab itu, kajian terhadap implementasi diversi pada
tingkat kepolisian menjadi penting untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterjemahkan ke dalam praktik serta faktor-
faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses diversi.

Konteks tersebut menjadi relevan untuk dikaji pada wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data pra-penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini, pada periode Januari 2024 sampai dengan Mei 2025 terdapat perkara yang melibatkan anak
dengan jenis kasus yang beragam, antara lain tawuran, perjudian, pencurian, keterlibatan kelompok/gengster, dan narkotika. Data
tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada proses
penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan perlindungan anak. Dalam praktik yang menjadi objek
penelitian, terdapat perkara yang belum berhasil mencapai kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan sehingga proses diversi
kemudian diupayakan pada tahap berikutnya. Kondisi tersebut menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bahwa diversi
merupakan proses yang melibatkan dinamika antarpihak dan tidak semata-mata bergantung pada keberadaan aturan hukum.

Sejumlah kajian mengenai diversi pada umumnya membahas landasan normatif diversi, konsep keadilan restoratif, atau
implementasinya dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan pengaturan diversi,
praktik pelaksanaannya sebagai bentuk mediasi, dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan anak dalam konteks wilayah hukum
Polres Tanjung Jabung Timur masih perlu diperkuat. Kesenjangan tersebut penting karena efektivitas diversi tidak hanya dapat dilihat
dari ada atau tidaknya kesepakatan, tetapi juga dari proses pelaksanaannya, keterlibatan para pihak, pemenuhan kepentingan korban,
perlindungan terhadap anak, dan konsekuensi hukum setelah kesepakatan tercapai. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
menempatkan diversi sebagai mekanisme pengalihan perkara, tetapi juga sebagai instrumen keadilan restoratif yang perlu dinilai dari
aspek normatif dan empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara
tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pelaksanaan diversi sebagai bentuk mediasi dalam penyelesaian
perkara tindak pidana anak pada Polres Tanjung Jabung Timur, serta implikasi hukum diversi sebagai wujud keadilan restoratif bagi
anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian
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hukum pidana anak, khususnya mengenai hubungan antara diversi, keadilan restoratif, dan perlindungan hukum anak. Secara
praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam
mengoptimalkan pelaksanaan diversi agar penyelesaian perkara anak tetap menjamin pertanggungjawaban, pemulihan korban, dan
kepentingan terbaik bagi anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan pendekatan yuridis sosiologis.
Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-
undangan, tetapi juga dalam konteks penerapannya di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis
hubungan antara ketentuan hukum mengenai diversi dengan praktik penyelesaian perkara tindak pidana anak pada wilayah hukum
Polres Tanjung Jabung Timur. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual
approach) dengan mengkaji konsep diversi, mediasi, keadilan restoratif, perlindungan hukum terhadap anak, serta prinsip
kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian dilaksanakan di Polres Tanjung Jabung Timur dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut memiliki pengalaman dalam
menangani perkara pidana yang melibatkan anak dan melaksanakan upaya diversi dalam proses penyelesaian perkara. Pemilihan
lokasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai mekanisme pelaksanaan diversi, pihak-pihak yang
terlibat, proses pencapaian kesepakatan, serta hambatan yang muncul dalam penerapannya.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara
dan studi dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi. Informan penelitian adalah Kapolres Tanjung Jabung Timur atau
pejabat yang ditunjuk untuk mewakili, khususnya pihak yang memiliki kewenangan atau pengetahuan mengenai penanganan perkara
anak dan pelaksanaan diversi. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dan kajian terhadap bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, diversi, dan perlindungan anak, serta bahan
hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara terarah dengan
menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi mekanisme pelaksanaan diversi, tahapan
proses diversi, keterlibatan para pihak, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasi hukum dari kesepakatan diversi. Studi
dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen yang berkaitan dengan penanganan perkara anak dan pelaksanaan diversi pada
Polres Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi,
mengkaji, dan membandingkan berbagai ketentuan hukum dan literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan, pengelompokan, interpretasi, dan
penyajian data. Data hasil wawancara dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi pola pelaksanaan diversi serta keterkaitannya
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, temuan empiris dibandingkan dengan norma hukum, asas hukum, dan konsep
keadilan restoratif untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Hasil analisis kemudian disusun
secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pengaturan diversi, pelaksanaan diversi sebagai bentuk
mediasi, dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Kesimpulan ditarik berdasarkan
keterkaitan antara hasil analisis normatif dan temuan empiris penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Diversi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan bentuk perubahan
paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan lebih banyak bertumpu pada kewenangan
diskresi aparat penegak hukum [13]. Diskresi memberikan ruang kepada aparat untuk menentukan tindakan yang dianggap tepat
berdasarkan situasi konkret yang dihadapi. Namun, penggunaan diskresi dalam perkara anak belum memberikan dasar hukum yang
secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme pengalihan perkara dari proses peradilan pidana formal. Kondisi tersebut
kemudian mengalami perubahan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang secara tegas menjadikan diversi
sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak [14].

Secara normatif, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana [15]. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa diversi
bukan sekadar penghentian perkara, melainkan mekanisme penyelesaian yang memiliki tujuan tertentu dalam sistem peradilan
pidana anak. Diversi diarahkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal apabila persyaratan hukum terpenuhi,
sekaligus tetap memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan dan bagi anak untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya [16]. Dengan demikian, diversi menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan kepentingan korban dalam satu
kerangka penyelesaian yang bersifat restoratif.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan pemidanaan menuju pendekatan pemulihan. Dalam
pendekatan konvensional, keberhasilan penegakan hukum cenderung dikaitkan dengan kemampuan negara membawa pelaku ke
dalam proses peradilan dan menjatuhkan sanksi. Sebaliknya, diversi mengembangkan mekanisme penyelesaian yang berupaya
mempertemukan kepentingan anak, korban, keluarga, dan masyarakat [17]. Pendekatan ini relevan dengan karakteristik anak sebagai
individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Keterlibatan anak dalam proses peradilan formal
berpotensi menimbulkan stigma dan konsekuensi sosial yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, pengalihan
perkara melalui diversi dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum yang tetap mempertahankan prinsip
pertanggungjawaban anak.

Ketentuan mengenai tujuan diversi secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 [18]. Diversi
bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari
perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak [10]. Kelima
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tujuan tersebut memperlihatkan bahwa diversi tidak diarahkan semata-mata untuk memberikan keuntungan kepada anak sebagai
pelaku. Sebaliknya, diversi berusaha membangun keseimbangan antara perlindungan anak, kepentingan korban,
pertanggungjawaban, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, diversi memiliki karakter yang berbeda dari penghentian
perkara secara sepihak karena prosesnya tetap membutuhkan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Kewajiban untuk
mengupayakan diversi ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi wajib diupayakan pada tingkat
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sepanjang memenubhi persyaratan yang ditentukan oleh
undang-undang [11]. Persyaratan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan ancaman pidana dan status pengulangan tindak pidana.
Diversi wajib diupayakan terhadap perkara yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak
pidana [19]. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan batasan terhadap penggunaan diversi agar
mekanisme tersebut tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan tidak diterapkan secara tidak terkendali.

Dari perspektif proses, diversi juga tidak dapat dipisahkan dari pendekatan keadilan restoratif. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya,
korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional [20]. Dalam keadaan
tertentu, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa
diversi merupakan mekanisme yang bersifat partisipatif. Penyelesaian perkara tidak sepenuhnya ditentukan oleh aparat penegak
hukum, tetapi dilakukan melalui proses dialog dan musyawarah yang mempertimbangkan kepentingan para pihak. Musyawarah
dalam diversi memiliki posisi penting karena proses penyelesaian perkara diarahkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat
diterima oleh pihak-pihak yang terlibat [21]. Dalam konteks ini, kepentingan korban tetap menjadi salah satu pertimbangan utama,
sementara kesejahteraan dan tanggung jawab anak juga harus diperhatikan. Undang-undang juga mengharuskan proses diversi
memperhatikan penghindaran stigma negatif, pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban
umum. Dengan demikian, penyelesaian perkara anak tidak hanya dinilai berdasarkan tercapai atau tidaknya kesepakatan, tetapi juga
berdasarkan proses yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan antara anak, korban, dan masyarakat.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 selanjutnya memberikan parameter yang harus dipertimbangkan oleh penyidik,
penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan diversi [18]. Pertimbangan tersebut meliputi kategori tindak pidana, umur anak,
hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa penerapan diversi bersifat individual dan kontekstual. Artinya, keputusan untuk menyelesaikan perkara melalui
diversi tidak hanya didasarkan pada jenis tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi anak dan lingkungan sosialnya.
Pendekatan demikian memperlihatkan karakter perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki kebutuhan
khusus dalam proses hukum. Hasil kesepakatan diversi juga telah ditentukan secara normatif. Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kesepakatan dapat berupa pengembalian kerugian, rehabilitasi medis dan psikososial,
penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan, pelayanan masyarakat, serta
perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian [22]. Variasi bentuk kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa diversi tidak memiliki
satu bentuk penyelesaian yang seragam. Bentuk penyelesaian dapat disesuaikan dengan karakteristik perkara dan kebutuhan para
pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Aspek penting lainnya adalah adanya mekanisme pengawasan dan penetapan terhadap hasil diversi. Pasal 12 mengatur bahwa hasil
kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan disampaikan kepada pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan
[23]. Setelah penetapan diterima, penyidik dapat menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan
penetapan penghentian penuntutan. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum terhadap hasil diversi sekaligus menunjukkan
bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme nonformal tetap berada dalam sistem hukum yang terkontrol. Dengan demikian,
diversi bukan mekanisme informal yang berada di luar pengawasan negara, melainkan bagian integral dari sistem peradilan pidana
anak. Selanjutnya, Pasal 13 dan Pasal 14 memberikan konsekuensi apabila kesepakatan tidak tercapai atau tidak dilaksanakan. Apabila
proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan yang telah dibuat tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana anak
dapat dilanjutkan [24]. Pada sisi lain, selama proses diversi berlangsung hingga kesepakatan dilaksanakan, Pembimbing
Kemasyarakatan memiliki kewajiban melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Pengaturan tersebut
memperlihatkan bahwa keberhasilan diversi tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga ditentukan oleh pelaksanaan
isi kesepakatan. Dengan demikian, terdapat mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai benar-
benar dijalankan.

Dengan demikian, secara normatif pengaturan diversi di Indonesia telah membangun kerangka hukum yang cukup sistematis, mulai
dari tujuan, syarat, tahapan, pihak yang terlibat, bentuk kesepakatan, pengawasan, hingga konsekuensi apabila kesepakatan tidak
tercapai atau tidak dilaksanakan. Namun, keberadaan kerangka normatif tersebut tetap membutuhkan implementasi yang konsisten
pada tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hasil penelitian di Polres Tanjung Jabung Timur menunjukkan pentingnya
melihat diversi bukan hanya sebagai kewajiban formal aparat penegak hukum, tetapi sebagai mekanisme penyelesaian yang harus
benar-benar memberikan ruang bagi musyawarah, pemulihan korban, pertanggungjawaban anak, dan perlindungan terhadap masa
depan anak. Dalam perspektif keadilan restoratif, pengaturan diversi memperlihatkan adanya upaya untuk mengubah orientasi
penyelesaian perkara anak dari pembalasan menuju pemulihan. Anak tetap diarahkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya,
tetapi pertanggungjawaban tersebut tidak selalu diwujudkan melalui pidana penjara. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa
perdamaian, penggantian kerugian, pelayanan masyarakat, pendidikan, rehabilitasi, atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan
hukum. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus mengalami seluruh dampak
negatif dari proses peradilan pidana formal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia memiliki dua
dimensi utama. Pertama, dimensi perlindungan hukum, yaitu menghindarkan anak dari stigma, perampasan kemerdekaan, dan
dampak negatif proses peradilan formal. Kedua, dimensi keadilan restoratif, yaitu menyediakan ruang bagi korban, anak, keluarga,
dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan pemulihan. Kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa
diversi bukan sekadar alternatif teknis dalam penyelesaian perkara, tetapi merupakan bagian dari perubahan paradigma sistem
peradilan pidana anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, kepentingan korban, dan pemulihan hubungan sosial
sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.
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Tabel 1. Pengaturan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

No. Aspek Pengaturan Dasar Hukum Temuan Penelitian Implikasi
1 Pengertian diversi Pasal 1 angka 7 UU No. Diversi merupakan pengalihan Penyelesaian perkara
11 Tahun 2012 penyelesaian perkara anak dari diarahkan pada mekanisme
proses peradilan pidana ke nonformal dengan tetap
proses di luar peradilan pidana. mempertahankan
pertanggungjawaban anak.
2 Tujuan diversi Pasal 6 UU No. 11 Diversi bertujuan mencapai Diversi tidak semata-mata
Tahun 2012 perdamaian, menyelesaikan menghindarkan anak dari
perkara di luar pengadilan, hukuman, tetapi
menghindarkan anak dari menggabungkan perlindungan
perampasan kemerdekaan, anak, pemulihan korban, dan
mendorong partisipasi pertanggungjawaban.
masyarakat, dan menanamkan
tanggung jawab kepada anak.
3 Kewajiban Pasal 7 UU No. 11 Tahun  Diversi wajib diupayakan pada Diversi menjadi bagian wajib
mengupayakan diversi 2012 tingkat penyidikan, penuntutan, dari mekanisme peradilan
dan pemeriksaan di pengadilan pidana anak, bukan sekadar
negeri apabila memenuhi pilihan aparat.
persyaratan yang ditentukan.
4 Syarat penerapan Pasal 7 ayat (2) UU No. Diversi diupayakan terhadap Penerapan diversi memiliki
diversi 11 Tahun 2012 tindak pidana yang diancam batasan normatif sehingga
pidana penjara di bawah 7 tahun  tetap memberikan kepastian
dan bukan merupakan hukum.
pengulangan tindak pidana.
5 Mekanisme diversi Pasal 8 UU No. 11 Proses diversi dilakukan melalui Diversi memiliki karakter
Tahun 2012 musyawarah dengan melibatkan  partisipatif dan restoratif
anak, orang tua/wali, korban karena penyelesaian tidak
dan/atau keluarganya, hanya ditentukan aparat
Pembimbing Kemasyarakatan, penegak hukum.
serta Pekerja Sosial Profesional.
6 Prinsip yang harus Pasal 8 ayat (3) UU No.  Proses diversi harus Kepentingan anak dan korban
diperhatikan 11 Tahun 2012 memperhatikan kepentingan ditempatkan secara seimbang
korban, kesejahteraan dan dalam proses penyelesaian
tanggung jawab anak, perkara.
penghindaran stigma,
penghindaran pembalasan,
keharmonisan masyarakat, serta
kepatutan dan ketertiban umum.
7 Pertimbangan dalam Pasal 9 UU No. 11 Aparat mempertimbangkan Diversi diterapkan secara
pelaksanaan diversi Tahun 2012 kategori tindak pidana, umur kontekstual dengan
anak, hasil penelitian mempertimbangkan kondisi
kemasyarakatan Bapas, serta individual anak dan
dukungan keluarga dan lingkungan sosialnya.
masyarakat.
8 Bentuk kesepakatan Pasal 10 dan Pasal 11 Kesepakatan dapat berupa Pertanggungjawaban anak
diversi UU No. 11 Tahun 2012 perdamaian, pengembalian dapat diwujudkan melalui
kerugian, rehabilitasi, bentuk pemulihan tanpa harus
penyerahan kepada orang melalui pemidanaan formal.
tua/wali, pendidikan atau
pelatihan, dan pelayanan
masyarakat.
9 Penetapan hasil diversi  Pasal 12 UU No. 11 Hasil kesepakatan diversi Kesepakatan diversi
Tahun 2012 disampaikan kepada pengadilan memperoleh legitimasi dan
negeri untuk memperoleh kepastian hukum melalui
penetapan. Setelah penetapan mekanisme peradilan.
diterima, proses penyidikan atau
penuntutan dapat dihentikan
sesuai kewenangannya.
10 Kegagalan Pasal 13 UU No. 11 Apabila diversi tidak Diversi tidak menghilangkan
pelaksanaan diversi Tahun 2012 menghasilkan kesepakatan atau mekanisme
kesepakatan tidak dilaksanakan, pertanggungjawaban pidana
proses peradilan pidana dapat apabila penyelesaian restoratif
dilanjutkan. tidak berhasil.
11 Pengawasan Pasal 14 UU No. 11 Pembimbing Kemasyarakatan Pelaksanaan diversi memiliki
pelaksanaan diversi Tahun 2012 melakukan pendampingan, mekanisme pengawasan
pembimbingan, dan pengawasan  sehingga kesepakatan tidak
selama proses diversi sampai berhenti pada tahap formal.
kesepakatan dilaksanakan.
12 Pedoman pelaksanaan =~ PERMA No. 4 Tahun Perma memberikan pedoman Terdapat pedoman teknis

diversi

2014

pelaksanaan diversi, khususnya
dalam proses pemeriksaan
perkara anak di pengadilan.

untuk mendukung penerapan
diversi dalam praktik
peradilan anak.
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13 Paradigma UU No. 11 Tahun 2012 Diversi menunjukkan pergeseran  Anak diarahkan untuk
penanganan anak dan praktik penelitian dari pendekatan penghukuman bertanggung jawab sekaligus
menuju keadilan restoratif dan memperoleh kesempatan
perlindungan anak. memperbaiki diri dan kembali
ke lingkungan sosial.
14 Kondisi empiris di Hasil Pelaksanaan diversi dipandang Keberhasilan diversi
Polres Tanjung Jabung  penelitian/wawancara penting sebagai alternatif dipengaruhi oleh kesediaan
Timur penyelesaian perkara anak dan para pihak, proses
dalam praktiknya terdapat musyawarah, dan koordinasi
perkara yang tidak mencapai antar-aparat penegak hukum
kesepakatan pada tahap serta pihak terkait.
penyidikan sehingga dapat
diupayakan pada tahap
berikutnya.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan diversi telah membentuk suatu mekanisme yang relatif komprehensif,
mulai dari definisi, tujuan, syarat, tahapan, pihak yang terlibat, bentuk kesepakatan, hingga pengawasan pelaksanaannya. Temuan
tersebut menunjukkan bahwa diversi tidak dapat dipahami sebagai penghentian perkara secara sederhana, melainkan sebagai
mekanisme penyelesaian perkara anak yang mengintegrasikan kepentingan anak, kepentingan korban, pertanggungjawaban, dan
pemulihan sosial. Temuan empiris di Polres Tanjung Jabung Timur juga memperlihatkan bahwa keberadaan norma hukum belum
dengan sendirinya menjamin tercapainya kesepakatan diversi. Proses diversi sangat bergantung pada keterlibatan dan kesediaan para
pihak untuk mencapai penyelesaian melalui musyawarah. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara kepastian hukum
secara normatif dan kesiapan para pihak secara empiris dalam menentukan efektivitas diversi. Dari perspektif keadilan restoratif,
struktur pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa diversi berupaya menempatkan anak bukan semata-mata sebagai objek
pemidanaan, melainkan sebagai subjek yang harus diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki akibat
perbuatannya. Pada saat yang sama, korban tetap memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingannya. Oleh karena itu,
keberhasilan diversi seharusnya tidak hanya diukur dari berapa banyak perkara yang dihentikan, tetapi juga dari tercapainya
pemulihan korban, terlaksananya tanggung jawab anak, dan berkurangnya dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan
anak.

B. Pelaksanaan Diversi sebagai Bentuk Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak pada Polres
Tanjung Jabung Timur

Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak pada Polres Tanjung Jabung Timur merupakan bentuk konkret
penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi tidak semata-mata dipahami sebagai
penghentian proses hukum terhadap anak, melainkan sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan
pidana ke penyelesaian yang melibatkan anak, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pihak terkait
lainnya. Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian perkara diarahkan pada terciptanya perdamaian [25], pemulihan kerugian atau
keadaan yang timbul akibat tindak pidana, pertanggungjawaban anak, serta pencegahan munculnya stigma akibat proses peradilan
formal. Pendekatan restorative justice menjadi dasar penting dalam pelaksanaan diversi karena anak yang berhadapan dengan
hukum memiliki kebutuhan perlindungan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Penyelesaian perkara tidak hanya
diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi anak, latar belakang perbuatan, kepentingan korban,
keluarga, dan lingkungan sosial [26]. Dengan demikian, proses diversi mengandung dimensi mediasi karena terdapat proses
musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Anak tetap diminta
mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak harus selalu diwujudkan melalui
pemidanaan formal.

Dalam konteks Polres Tanjung Jabung Timur, pelaksanaan diversi menunjukkan bahwa pendekatan restoratif telah digunakan dalam
menangani perkara anak. Data penelitian menunjukkan adanya perkara anak yang diselesaikan melalui diversi selama periode 2021-
2025. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data Perkara Anak dan Pelaksanaan Diversi di Lingkungan Polres Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-
2025

Perkara Diselesaikan melalui

No. Tahun Jumlah Perkara Anak Diversi Persentase Diversi
1 2021 15 7 46,67%
2 2022 10 3 30,00%
3 2023 17 8 47,05%
4 2024 20 15 75,00%
5 2025 10 7 70,00%
Jumlah 72 40 55,56%

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, selama periode 2021-2025 terdapat 72 perkara anak yang ditangani di lingkungan Polres Tanjung
Jabung Timur dan sebanyak 40 perkara atau sekitar 55,56% diselesaikan melalui diversi. Data tersebut menunjukkan bahwa diversi
telah menjadi salah satu mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak. Namun, penerapannya tidak bersifat otomatis
terhadap seluruh perkara. Persentase diversi berbeda pada setiap tahun, yaitu 46,67% pada 2021, 30% pada 2022, 47,05% pada 2023,
75% pada 2024, dan 70% pada 2025. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh
keberadaan dasar hukum, tetapi juga oleh karakteristik perkara serta kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Pelaksanaan
diversi pada tahap penyidikan diawali ketika penyidik memperoleh laporan atau informasi mengenai dugaan tindak pidana yang
melibatkan anak. Setelah memastikan karakteristik perkara dan kedudukan anak dalam perkara tersebut, penyidik melakukan
koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pembimbing Kemasyarakatan kemudian berperan dalam memberikan
pendampingan serta menyusun penelitian kemasyarakatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan
bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian kemasyarakatan menjadi salah satu unsur
penting karena penyelesaian perkara anak tidak hanya didasarkan pada perbuatan pidananya, tetapi juga mempertimbangkan kondisi
sosial, keluarga, pendidikan, dan lingkungan anak.
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Selanjutnya, apabila perkara memenuhi persyaratan untuk diupayakan diversi, penyidik memfasilitasi proses musyawarah diversi.
Proses tersebut mempertemukan anak dan orang tua atau walinya dengan korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing
kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta pihak lain yang dipandang relevan. Dalam proses ini, penyidik tidak hanya bertindak
sebagai aparat yang menangani perkara, tetapi juga memiliki fungsi fasilitatif untuk menciptakan ruang komunikasi antara pihak
yang berkonflik. Musyawarah diarahkan untuk menggali kepentingan korban, memahami kondisi anak, menentukan bentuk
pertanggungjawaban, dan mencari penyelesaian yang dapat memulihkan hubungan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesediaan korban dan keluarga korban untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme
musyawarah. Berdasarkan wawancara dengan Kapolres Tanjung Jabung Timur pada 1 Juli 2024, tidak seluruh perkara anak dapat
diselesaikan melalui diversi karena terdapat korban yang tidak bersedia menyelesaikan perkara melalui mediasi atau musyawarah
dan memilih penyelesaian melalui jalur peradilan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa diversi merupakan proses yang menuntut
adanya partisipasi dan kesediaan para pihak. Aparat penegak hukum dapat mengupayakan diversi, tetapi hasil akhirnya tetap
dipengaruhi oleh respons korban, keluarga, anak, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam perspektif mediasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa diversi memiliki karakter yang berbeda dari penyelesaian perkara
pidana melalui mekanisme penghukuman. Fokusnya bukan semata-mata menentukan siapa yang salah dan jenis hukuman yang harus
diberikan, melainkan mempertemukan kepentingan para pihak untuk mencari bentuk penyelesaian yang dapat diterima. Anak dapat
diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan, memahami dampak perbuatannya, meminta maaf, memberikan ganti kerugian
apabila disepakati, mengikuti pendidikan atau pembinaan, maupun menjalankan bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Sementara
itu, korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhannya secara langsung dalam proses penyelesaian. Apabila
diversi berhasil mencapai kesepakatan, hasil musyawarah dituangkan dalam kesepakatan diversi dan diproses sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi tindak lanjut penyelesaian perkara serta pengawasan
terhadap pelaksanaannya. Dalam hal kesepakatan tidak tercapai atau kesepakatan yang telah dibuat tidak dilaksanakan, proses
hukum dapat dilanjutkan sesuai tahapan peradilan pidana anak. Dengan demikian, diversi tidak menghilangkan pertanggungjawaban
hukum anak, tetapi memberikan bentuk pertanggungjawaban yang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan
restoratif.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan diversi tidak berhenti pada tahap kepolisian apabila kesepakatan tidak
tercapai. Sesuai mekanisme sistem peradilan pidana anak, upaya diversi dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan
di pengadilan sepanjang perkara memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan mekanisme tersebut, kegagalan diversi pada satu
tahap tidak serta-merta menghilangkan kesempatan untuk mencari penyelesaian restoratif pada tahap berikutnya. Akan tetapi,
apabila seluruh upaya diversi tidak menghasilkan kesepakatan, perkara dapat dilanjutkan melalui persidangan formal. Dari data
penelitian dapat dilihat adanya perubahan tingkat penyelesaian melalui diversi dari tahun ke tahun. Persentase tertinggi terdapat
pada 2024 sebesar 75%, sedangkan persentase terendah terdapat pada 2022 sebesar 30%. Tingginya persentase diversi pada 2024
dan 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar perkara anak pada kedua tahun tersebut dapat diarahkan menuju penyelesaian
nonformal. Meskipun demikian, data tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pelaksanaan diversi secara umum
selalu meningkat karena jumlah perkara dan jumlah perkara yang berhasil didiversi mengalami perubahan antarperiode.

Selain faktor kesediaan korban, penelitian menunjukkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan diversi, yaitu
pemahaman aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat, ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan, sarana dan prasarana, serta
dukungan anggaran. Diversi merupakan proses yang melibatkan banyak pihak sehingga keberhasilannya tidak cukup hanya
ditentukan oleh penyidik. Koordinasi antara kepolisian, Bapas, pekerja sosial, keluarga, korban, dan masyarakat diperlukan agar
proses musyawarah dapat berlangsung secara efektif dan hasil kesepakatan dapat dilaksanakan. Faktor masyarakat juga mempunyai
posisi penting. Paradigma bahwa setiap tindak pidana harus berakhir dengan hukuman dapat menjadi hambatan bagi penyelesaian
melalui diversi. Sebagian masyarakat dapat memandang perdamaian sebagai bentuk pengurangan pertanggungjawaban terhadap
pelaku. Dalam perkara anak, perspektif demikian perlu ditempatkan secara proporsional karena tujuan sistem peradilan pidana anak
tidak hanya memberikan respons terhadap perbuatan pidana, tetapi juga memberikan perlindungan, pembinaan, dan kesempatan
kepada anak untuk kembali menjalankan kehidupan sosial secara wajar.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi persoalan dalam pelaksanaan diversi. Proses diversi membutuhkan keterlibatan Pembimbing
Kemasyarakatan dan pihak-pihak lain, termasuk dalam pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap kesepakatan.
Keterbatasan jumlah sumber daya manusia, jarak antarwilayah, transportasi, serta kebutuhan pembiayaan dapat memengaruhi
efektivitas pelaksanaan diversi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya berkaitan dengan substansi
hukum, tetapi juga dengan kemampuan institusi penegak hukum menyediakan struktur dan fasilitas yang mendukung
pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian pada Polres Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa diversi telah diterapkan
sebagai salah satu bentuk mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice.
Pelaksanaannya memperlihatkan adanya upaya menggeser penyelesaian perkara dari orientasi penghukuman menuju pemulihan,
musyawarah, pertanggungjawaban, dan reintegrasi sosial anak. Namun, efektivitas diversi masih dipengaruhi oleh kesediaan korban,
keterlibatan keluarga, pemahaman aparat, dukungan masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta ketersediaan sarana dan sumber
daya. Oleh karena itu, keberhasilan diversi tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang dihentikan melalui kesepakatan, tetapi juga
dari sejauh mana proses tersebut mampu memberikan ruang bagi korban, mendorong pertanggungjawaban anak, dan menghasilkan
pemulihan yang dapat diterima oleh para pihak.

Secara keseluruhan, temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan diversi di Polres Tanjung Jabung Timur memiliki dua
dimensi utama. Pertama, dimensi mediasi, yaitu mempertemukan anak, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk menyelesaikan
konflik melalui musyawarah. Kedua, dimensi perlindungan dan pemulihan, yaitu menghindarkan anak dari dampak negatif proses
peradilan formal sekaligus memastikan bahwa kepentingan korban dan pertanggungjawaban anak tetap diperhatikan. Dengan
demikian, diversi dapat dipahami bukan sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai mekanisme
penyelesaian perkara anak yang mengintegrasikan kepentingan hukum, kepentingan korban, perlindungan anak, dan pemulihan
hubungan sosial.
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Tabel 3. Pelaksanaan Diversi sebagai Bentuk Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak pada
Polres Tanjung Jabung Timur

No Aspek yang Diteliti Temuan Penelitian Bentuk Pelaksanaan Implikasi
1 Landasan pelaksanaan Diversi dilaksanakan sebagai Penyelesaian perkara Penyelesaian perkara tidak
diversi bagian dari pendekatan diarahkan pada pemulihan, semata-mata berorientasi
restorative justice dalam sistem perdamaian, pada penghukuman anak.
peradilan pidana anak. pertanggungjawaban anak,
dan reintegrasi sosial.
2 Diversi sebagai bentuk Diversi mempertemukan anak, Musyawarah dilakukan Diversi memberikan ruang
mediasi korban, keluarga, dan pihak untuk membahas penyelesaian konflik secara
terkait untuk mencari perbuatan, dampak yang partisipatif.
penyelesaian yang dapat ditimbulkan, kepentingan
diterima bersama. korban, dan bentuk
pertanggungjawaban anak.

3 Tahap pelaksanaan Diversi dapat diupayakan pada Pada tahap penyidikan, Kegagalan diversi pada satu
tahap penyidikan, penuntutan, penyidik berkoordinasi tahap tidak serta-merta
dan pemeriksaan di pengadilan dengan Bapas dan menutup kemungkinan

sesuai ketentuan SPPA. memfasilitasi proses upaya diversi pada tahap
diversi. berikutnya.

4 Peran penyidik Penyidik berperan dalam Penyidik mengundang dan ~ Aparat kepolisian memiliki
mengidentifikasi perkara yang mempertemukan pihak- posisi strategis dalam

dapat diupayakan diversi dan pihak terkait dalam proses menentukan terlaksananya
memfasilitasi musyawarah. diversi. penyelesaian restoratif
sejak tahap awal.

5 Peran Bapas Bapas berperan memberikan Pembimbing Penyelesaian perkara dapat

pendampingan dan penelitian Kemasyarakatan mempertimbangkan
kemasyarakatan sebagai bahan memberikan rekomendasi kondisi sosial, keluarga,
pertimbangan penyelesaian mengenai tindakan yang pendidikan, dan lingkungan
perkara anak. sesuai dengan kondisi dan anak.
kepentingan anak.
6 Pihak yang terlibat Diversi melibatkan anak, orang Para pihak berpartisipasi Penyelesaian perkara
tua/wali, korban dan/atau dalam proses musyawarah menjadi lebih partisipatif
keluarga korban, Bapas, pekerja diversi. dan tidak hanya ditentukan
sosial, serta pihak lain yang oleh aparat penegak
relevan. hukum.
7 Kepentingan korban Keberhasilan diversi sangat Korban diberikan Hak dan kepentingan
dipengaruhi oleh kesediaan kesempatan menyampaikan  korban tetap diperhatikan
korban atau keluarga korban kerugian, kebutuhan, dan dalam pendekatan
untuk menyelesaikan perkara bentuk penyelesaian yang restorative justice.
melalui musyawarah. diharapkan.
8 Pertanggungjawaban Diversi tidak menghapus Pertanggungjawaban dapat Anak tetap belajar
anak pertanggungjawaban anak atas diwujudkan melalui bertanggung jawab tanpa
perbuatannya. perdamaian, pemulihan, harus selalu melalui
ganti kerugian apabila pemidanaan formal.
disepakati, pembinaan,
pendidikan, atau bentuk
tanggung jawab lainnya
sesuai kesepakatan.
9 Hasil diversi Kesepakatan diversi menjadi Kesepakatan dituangkan Terdapat kepastian
dasar tindak lanjut penyelesaian dalam dokumen dan mengenai bentuk
perkara. diproses sesuai mekanisme  penyelesaian dan kewajiban
hukum yang berlaku. masing-masing pihak.
10 Kegagalan diversi Tidak semua perkara dapat Apabila tidak tercapai Diversi bukan mekanisme
diselesaikan melalui diversi. kesepakatan, proses penghentian perkara secara
perkara dapat dilanjutkan otomatis, melainkan upaya
ke tahap peradilan penyelesaian yang
berikutnya sesuai mensyaratkan kesepakatan.
ketentuan.
11 Data perkara tahun Terdapat 15 perkara anak dan 77 7 dari 15 perkara Persentase penyelesaian
2021 perkara berhasil diselesaikan diselesaikan melalui diversi. melalui diversi sebesar
melalui diversi. 46,67%.
12 Data perkara tahun Terdapat 10 perkara anak dan 3 3 dari 10 perkara Persentase penyelesaian
2022 perkara berhasil diselesaikan diselesaikan melalui diversi. melalui diversi sebesar
melalui diversi. 30%.
13 Data perkara tahun Terdapat 17 perkara anak dan 8 8 dari 17 perkara Persentase penyelesaian
2023 perkara berhasil diselesaikan diselesaikan melalui diversi. melalui diversi sebesar
melalui diversi. 47,05%.
14 Data perkara tahun Terdapat 20 perkara anak dan 15 dari 20 perkara Persentase penyelesaian
2024 15 perkara berhasil diselesaikan  diselesaikan melalui diversi.  melalui diversi sebesar 75%.
melalui diversi.
15 Data perkara tahun Terdapat 10 perkara anak dan 7 7 dari 10 perkara Persentase penyelesaian

2025

perkara berhasil diselesaikan
melalui diversi.

diselesaikan melalui diversi.

melalui diversi sebesar
70%.
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16 Akumulasi 2021-2025 Terdapat 72 perkara anak, 40 perkara dari 72 perkara Secara keseluruhan, sekitar
dengan 40 perkara diselesaikan diselesaikan melalui 55,56% perkara dalam data
melalui diversi. mekanisme diversi. penelitian diselesaikan
melalui diversi.
17 Hambatan dari korban ~ Sebagian korban tidak bersedia Korban memilih Kesediaan korban menjadi
menyelesaikan perkara melalui penyelesaian melalui jalur salah satu faktor penting
mediasi atau musyawarah. peradilan formal. dalam keberhasilan diversi.

18 Hambatan aparat Perbedaan pemahaman dan Diperlukan pemahaman Efektivitas diversi

penegak hukum paradigma aparat dapat yang memadai mengenai dipengaruhi oleh kualitas
memengaruhi pelaksanaan diversi, perlindungan anak, dan paradigma aparat
restorative justice. dan restorative justice. pelaksana.

19 Hambatan masyarakat Masih terdapat pandangan Sebagian masyarakat Budaya hukum masyarakat
bahwa tindak pidana harus kurang menerima memengaruhi penerimaan
selalu diselesaikan dengan penyelesaian melalui terhadap diversi.

hukuman. perdamaian atau
musyawarah.

20 Sarana dan prasarana Pelaksanaan diversi Pendampingan dan Keterbatasan fasilitas dan

membutuhkan dukungan Bapas, pengawasan dilakukan sumber daya dapat
tenaga pendamping, fasilitas, selama proses dan menghambat efektivitas
transportasi, dan sarana pelaksanaan kesepakatan. diversi.
pendukung lainnya.
21 Anggaran Proses diversi membutuhkan Anggaran digunakan untuk Ketersediaan anggaran
pembiayaan untuk kebutuhan koordinasi, menjadi faktor pendukung
mempertemukan para pihak transportasi, dan keberlanjutan pelaksanaan
dan mendukung proses pelaksanaan proses diversi. diversi.
pendampingan.
22 Temuan utama Diversi telah digunakan sebagai Penyelesaian dilakukan Diversi menjadi alternatif

mekanisme penyelesaian
perkara anak berbasis
restorative justice pada Polres
Tanjung Jabung Timur.

melalui musyawarah
dengan melibatkan para
pihak dan mengutamakan
pemulihan.

penyelesaian perkara yang
mengintegrasikan
perlindungan anak,

kepentingan korban, dan

pertanggungjawaban anak.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Polres Tanjung Jabung Timur tidak hanya berkaitan dengan pengalihan
perkara dari jalur formal, tetapi juga mencerminkan proses mediasi yang mempertemukan kepentingan anak, korban, keluarga, dan
aparat penegak hukum. Dari 72 perkara anak selama 2021-2025, sebanyak 40 perkara atau 55,56% diselesaikan melalui diversi.
Keberhasilan tersebut tidak bersifat otomatis karena sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban, kondisi perkara, keterlibatan
keluarga, kapasitas aparat, dukungan Bapas, serta kondisi sarana dan budaya hukum masyarakat.

C. Implikasi Hukum dari Diversi sebagai Wujud Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada perkara anak memiliki implikasi hukum yang kuat terhadap
perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian
perkara dari proses peradilan pidana formal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan
mempertimbangkan kepentingan anak, korban, keluarga, dan masyarakat [27]. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara diarahkan
untuk memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk
bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus selalu ditempatkan dalam mekanisme pemidanaan formal. Temuan penelitian dari
wawancara dengan Kapolres Tanjung Jabung Timur pada 1 Juli 2024 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum merupakan bagian penting dalam pelaksanaan diversi. Perlindungan tersebut diperlukan karena proses
peradilan formal dapat memberikan dampak terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan
anak. Oleh karena itu, penyelesaian melalui diversi memberikan alternatif agar anak tetap memperoleh perlakuan yang sesuai dengan
kedudukannya sebagai anak, sementara kepentingan korban dan kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tetap
diperhatikan.

Implikasi hukum pertama dari pelaksanaan diversi adalah perlindungan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal.
Anak yang berhadapan dengan hukum tidak diposisikan semata-mata sebagai pelaku yang harus dihukum, tetapi sebagai individu
yang masih berada dalam tahap perkembangan dan membutuhkan pembinaan. Diversi memungkinkan penyelesaian perkara
dilakukan melalui mekanisme yang lebih menekankan pemulihan dan pembinaan dibandingkan dengan pembalasan. Dengan
demikian, diversi menjadi instrumen perlindungan hukum yang dapat mengurangi kemungkinan munculnya stigma sosial dan
dampak negatif yang dapat mengganggu perkembangan anak. Implikasi kedua adalah terwujudnya prinsip kepentingan terbaik bagi
anak. Prinsip ini menempatkan kepentingan anak sebagai salah satu pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan
dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaan diversi, kepentingan terbaik bagi anak diwujudkan melalui
pertimbangan terhadap usia, kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, serta hasil penelitian kemasyarakatan. Pendekatan
demikian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak tidak dapat menggunakan ukuran yang sama dengan perkara orang dewasa
karena anak memiliki karakteristik perkembangan dan kebutuhan perlindungan yang berbeda.

Implikasi ketiga adalah terjaminnya kesempatan bagi anak untuk memperoleh pertanggungjawaban yang bersifat edukatif dan
rehabilitatif. Diversi tidak berarti menghilangkan tanggung jawab anak atas perbuatannya. Sebaliknya, anak tetap diarahkan untuk
memahami akibat perbuatannya dan melakukan bentuk pertanggungjawaban yang disepakati dalam proses diversi. Bentuk tersebut
dapat berupa perdamaian, pemulihan kerugian, permintaan maaf, pengembalian kepada orang tua atau wali, pendidikan atau
pelatihan, maupun bentuk pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang dicapai. Model pertanggungjawaban
tersebut memperlihatkan bahwa tujuan diversi bukan membebaskan anak dari tanggung jawab, tetapi mengubah bentuk tanggung
jawab agar lebih sesuai dengan perkembangan dan kepentingan anak.
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Implikasi keempat adalah penguatan hak korban dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya
memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku, tetapi juga memberikan ruang kepada korban untuk menyampaikan
kepentingan, kerugian, dan harapannya terhadap penyelesaian perkara. Dalam proses musyawarah diversi, korban dan keluarganya
dapat terlibat secara langsung dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap dapat diterima. Dengan demikian, diversi
menciptakan keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dan hak korban untuk memperoleh pemulihan.

Implikasi kelima adalah terciptanya ruang partisipasi bagi anak dalam proses hukum yang menyangkut dirinya. Anak tidak hanya
menjadi objek keputusan aparat penegak hukum, tetapi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan memahami
konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat. Partisipasi tersebut penting karena keputusan yang menyangkut masa depan anak harus
mempertimbangkan tingkat usia dan kematangannya. Dalam perspektif keadilan restoratif, keterlibatan anak juga memiliki nilai
edukatif karena dapat mendorong kesadaran mengenai akibat perbuatannya serta membangun rasa tanggung jawab terhadap korban
dan lingkungan sosial.

Implikasi keenam adalah mendorong reintegrasi sosial anak. Salah satu konsekuensi penting dari diversi adalah memberikan
kesempatan kepada anak untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sepanjang penyelesaian perkara memenuhi
persyaratan hukum. Reintegrasi tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pendidikan, hubungan keluarga, serta perkembangan
sosial anak. Berbeda dengan pendekatan yang menitikberatkan pada pemisahan anak dari lingkungan sosialnya, pendekatan restoratif
berusaha agar anak dapat memperbaiki perilakunya sekaligus tetap memperoleh dukungan dari lingkungan yang diperlukan untuk
perkembangan positifnya.

Implikasi ketujuh adalah penguatan penerapan prinsip ultimum remedium terhadap perampasan kemerdekaan anak. Penyelesaian
melalui diversi memberikan ruang agar proses pemidanaan dan perampasan kemerdekaan tidak menjadi pilihan utama ketika
perkara masih dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Hal ini sejalan dengan karakteristik sistem peradilan pidana anak
yang menghendaki penggunaan penahanan atau pemenjaraan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin. Oleh
karena itu, keberhasilan diversi memiliki konsekuensi langsung terhadap perlindungan anak dari dampak negatif penahanan atau
pemidanaan.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa implikasi hukum diversi tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara anak dan korban,
tetapi juga dengan kewajiban institusional aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, pekerja sosial, dan pihak
terkait lainnya memiliki peran dalam memastikan bahwa proses penyelesaian perkara anak tetap memperhatikan prinsip
perlindungan dan keadilan restoratif. Dengan demikian, keberhasilan diversi membutuhkan koordinasi antarlembaga dan tidak dapat
dibebankan hanya kepada penyidik sebagai pelaksana pada tahap awal. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan
hukum melalui diversi berkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan,
serta penghargaan terhadap pendapat anak [28]. Keempat prinsip tersebut memberikan kerangka bahwa anak yang berhadapan
dengan hukum tetap merupakan pemegang hak. Status sebagai anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak menghilangkan
haknya untuk memperoleh perlakuan manusiawi, pendampingan, pendidikan, bantuan hukum, perlindungan identitas, dan
kesempatan untuk berkembang. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, implikasi diversi semakin terlihat
melalui kewajiban negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut
mencakup penanganan yang cepat, pendampingan psikososial, bantuan sosial bagi anak yang membutuhkan, serta perlindungan dan
pendampingan dalam setiap proses peradilan. Oleh karena itu, diversi dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme yang
mendukung pemenuhan kewajiban perlindungan khusus tersebut karena proses penyelesaian perkara diarahkan untuk mengurangi
dampak negatif proses hukum terhadap kehidupan anak.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aturan diversi belum dengan sendirinya menjamin seluruh
perkara anak dapat diselesaikan secara restoratif. Temuan pada Polres Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa keberhasilan
diversi sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban dan keluarga korban untuk mencapai kesepakatan. Apabila korban menolak
penyelesaian melalui musyawarah dan memilih proses peradilan formal, maka upaya diversi tidak dapat menghasilkan kesepakatan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak melalui diversi harus tetap ditempatkan dalam keseimbangan dengan hak korban
dan prinsip pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, implikasi hukum diversi dapat dirumuskan dalam beberapa aspek utama sebagaimana
ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Implikasi Hukum Diversi sebagai Wujud Keadilan Restoratif bagi Anak

No Implikasi Hukum Bentuk Perlindungan/Penerapan Dampak bagi Anak
) Perlindungan dari proses Pengalihan penyelesaian perkara melalui Mengurangi potensi stigma dan
peradilan formal diversi dampak negatif proses peradilan
5 Kepentingan terbaik bagi anak Pertimbangan usia, kondisi sosial, keluarga, Penyelesaian disesuaikan dengan
pendidikan, dan penelitian kemasyarakatan kebutuhan dan perkembangan anak
Perdamaian, pemulihan, pembinaan, Anak belajar memahami dan
3 Pertanggungjawaban edukatif pendidikan, pelatihan, atau bentuk tanggung bertanggung jawab atas akibat
jawab lainnya perbuatannya
4 Perlindungan hak korban Korban dan keluarga dilibatkan dalam Kepentingan dan kerugian korban
musyawarah memperoleh ruang penyelesaian
Penghargaan terhadap Anak dilibatkan dalam proses musyawarah Anak tidak hanya menjadi objek
5 pendapat anak dan kesepakatan keputusan hukum
6 . R Anzk tetap dapat berada dalam 1in'gkur}gan Keberlanjutan pendidikan dan
Reintegrasi sosial keluarga dan masyarakat sesuai hasil h ; . .
Kkesepakatan ubungan sosial lebih terjaga
D:
Penghindaran perampasan Penyelesaian melalui mekanisme nonformal Mengurangi penggunaan penahanan
7 kemerdekaan ketika memenubhi persyaratan atau pemenjaraan terhadap anak
8 Perlindungan psikososial Pendampingandkelue}rga, Bapas, pekerja sosial, ~ Mendukung pemulihan psikologis
an pihak terkait dan sosial anak
9 Kepastian hukum Kesepakatan diversi dituangkan dan Hak dan kewajiban para pihak
ditindaklanjuti sesuai prosedur menjadi lebih jelas
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Mendorong perdamaian dan

Musyawarah antara anak, korban, keluarga, pemulihan hubungan akibat tindak

10 Pemulihan hubungan sosial

dan pihak terkait .
pidana
u Penguatan kelembagaan Koordinasi k§p011s1an, Bapas, ke]fiksaan, Perlindungan anak dapat dilakukan
pengadilan, dan pekerja sosial secara terpadu
. . . Memberikan kesempatan kepada
1o Reintegrasi dan pencegahan Pembinaan dan pengawasan setelah anak memperbaiki perilaku dan
pengulangan kesepakatan

kembali ke lingkungan sosial

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa implikasi hukum diversi mempunyai cakupan yang lebih luas daripada sekadar
penghentian atau pengalihan perkara. Diversi memberikan konsekuensi terhadap cara negara memperlakukan anak yang berhadapan
dengan hukum, yaitu dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang
mempertimbangkan perlindungan, pertanggungjawaban, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif tersebut, anak tetap
dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan
demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pada Polres Tanjung Jabung Timur memiliki implikasi hukum berupa
penguatan perlindungan hak anak, pengurangan dampak negatif proses peradilan formal, peningkatan partisipasi anak dan korban,
serta terbukanya ruang pemulihan dan reintegrasi sosial. Diversi juga memperlihatkan bahwa keadilan restoratif tidak berarti
menghilangkan pertanggungjawaban pidana, tetapi mengarahkan pertanggungjawaban tersebut pada bentuk yang lebih konstruktif
bagi anak, korban, dan masyarakat. Efektivitas implikasi tersebut tetap bergantung pada kesediaan para pihak, kapasitas aparat
penegak hukum, koordinasi antarlembaga, serta tersedianya sarana pendampingan dan pengawasan yang memadai.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik diversi anak dalam kerangka keadilan restoratif memiliki peran penting dalam
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan korban, dan penyelesaian perkara secara konstruktif. Namun, efektivitas
diversi sangat dipengaruhi oleh konsistensi pemahaman prosedural, koordinasi antaraktor, serta kemampuan membangun
komunikasi antara anak, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Hikmah utama penelitian ini adalah bahwa keberhasilan
keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya. Penelitian ini
berkontribusi dengan mengidentifikasi tantangan prosedural sebagai faktor penting dalam praktik diversi serta menegaskan perlunya
pendekatan yang lebih konsisten, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemulihan anak dan korban.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama penggunaan pendekatan kualitatif yang bergantung pada pengalaman dan
perspektif informan sehingga belum dapat menggambarkan variasi praktik diversi secara kuantitatif. Selain itu, penelitian belum
membandingkan secara mendalam pelaksanaan diversi berdasarkan jenis perkara, karakteristik anak, maupun hasil kesepakatan
yang dicapai. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan campuran
dengan melibatkan data perkara yang lebih luas dan indikator keberhasilan diversi yang terukur. Penelitian mendatang juga
disarankan membandingkan praktik antarwilayah, menganalisis pengalaman korban dan anak secara lebih mendalam, serta
mengevaluasi efektivitas mekanisme koordinasi dan pedoman prosedural dalam meningkatkan konsistensi penerapan keadilan
restoratif.
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